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Penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai “Optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimal nya pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan diatas, muncul identifikasi masalahnya sebagai berikut: Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kinerja dari Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi di Indonesia (2006 : 50), yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif,dengan mengambil lokasi penelitian di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Kemudian yang menjadi Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dan Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka serta masyarakat atau pedagang di Pasar Rajagaluh. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengangkutan sampah sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta keberadaan kontainer sampah yang berada di depan Terminal Rajagaluh yang tidak sesuai dengan penempatan.



Kata Kunci: Optimalisasi Kinerja, Pengelolaan Sampah








1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

	Di Indonesia pencemaran lingkungan merupakan masalah yang selalu menjadi permasalahan yang terus terjadi saat ini dan menjadi permasalahan yang serius di berbagai pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini disebabkan  karena sampah yang tidak ditangani dengan baik. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta keterbatasan APBN/APBD dalam pembiayaan menjadi faktor utama yang mengakibatkan semakin kompleksnya masalah sampah tersebut.

	Sampah menjadi persoalan yang terus berkembang dan harus diatasi yang dihadapi hampir di berbagai negara di seluruh dunia. Bukan hanya di negara-nrgara berkembang, tetapi persoalan sampah menjadi permasalahan yang serius di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri sampah yang dihasilkan diberbagai kota-kota besar bisa mencapai puluhan ton sampah setiap harinya. Pengelelolaan sampah di kota-kota hanya sekedar mengangkut oleh truk-truk pengangkut sampah dan ditumpuk begitu saja di TPA yang diperparah dengan di beberapa TPA pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik karena hanya melakukan penimbunan secara konvensional.

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat 1, menyebutkan bahwa Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ proses alam yang berbentuk padat. Sampah menurut Undang-Undang tersebut dibagi mejadi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengasil sampah  adalah setiap orang dan atau proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. 

	Perencanaan pengelolaan limbah sampah adalah masalah yang sangat kompleks, Karena harus memperhatikan sistem transportasi, tata guna lahan, Perkembangan masyarakat dan daerah serta kesehatan masyarakat. Permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Namun harus melibatkan swasta dan setiap rumah tangga. Pembuangan sampah tergantung pada kerjasama dan kesadaran masing-masing baik masyarakat maupun pemerintah, Mengkoordinasikan, pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan sampah, dan Pengaturan TPA yang baik.

	Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar yang dikenal dalam institusi perekonomian adalah ketika adanya orang yang menawarkan sejumlah barang atau jasa untuk dapat dijual kepada orang lain melalui cara yang sistematis dan terorganisir. Pasar meupakan salah satu yang menggerakan dinamika kehidupan ekonomi dimana funginya lembaga pasar ini sebagai institusi ekonomi tidak dapat terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang (Damsar, 2005).

	Menurut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa Pasar sebagai bagian dari kawasan komersial yang merupakan penghasil sampah jenis rumah tangga. Pasar tradisional berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Keberadaan secara umum dapat meningkatkan restribusi daerah dan mempermudah masyarakat untuk melakukan jual beli. Dampak buruk keberadaan pasar adalah menimbulkan banyaknya sampah akibat kegiatan jual beli. Diantaranya yaitu sampah sisa sayuran, buah buahan, maupun sampah lainnya yang dapat menimbulkan bau busuk. Kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempat seharusnya pun menjadi penyebab pasar menjadi kumuh dan kotor.

	Pasar Rajagaluh merupakan pasar yang berada di kabupaten Majalengka  tepatnya di desa Rajagaluh. Pasar Rajagaluh menjadi salah satu pasar tradisional yang selalu ramai pengunjung sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sampah hasil kegiatan sehari hari akan banyak ditemukan. Dalam penanganan sampahnya pasar Rajagaluh memiliki 2 kontainer Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada di depan terminal Rajagaluh dan di belakang atau biasa disebut dengan pasar gunung.

	Disebutkan dalam sebuah surat kabar media online yang terbit pada 6 september 2019. Majalengka (pikiranrakyat.com) – masyarakat pengguna pasar Rajagaluh mengeluhkan keberadaan kontainer sampah yang berada tepat di depan pasar rajagaluh yang bersatu dengan Terminal Rajagaluh. Dengan adanya kontainer sampah (TPS) ini menimbulkan bau busuk dari sampah-sampah yang menumpuk di kontainer tersebut. Bahkan tumpukan sampah tersebut berdampingan dengan area parkir kendaraan roda empat dan roda dua serta bersebelahan dengan para pedagang. Selain menyita tempat, berbagai sampah pasar pun berceceran di jalan sehingga masyarakat pengunjung pasarpun merasa terganggu akan hal itu. “harusnya kontainer sampah ini tidak berada di depan terminal apalagi bersatu dengan deretan kendaraan. Bau busuknya menebar kemana-mana,” ujar Ice, warga desa cisetu, (6/09/2019)
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	Permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Pasar Rajagaluh seperti yang dirilis oleh media, bahwa sampai sekarang pun kontainer sampah (TPS) masih berada di depan terminal rajagaluh dan menyebabkan tumpukan sampah sehingga masyarakat pun masih mengeluhkan hal ini.

	Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-undang Dasar tahun 1945, menyebutkan bahwa berdasarkan asas ekonomi dan tugas perbantuan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur serta mengurus urusan peremintahannya sendiri. Pemberian wewenang otonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera berdasar pada peningkatan pelayanan, peran masyarakat, pemberdayaan. Selain itu juga dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pemerintahan demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi keakenaragaman yang terdapat di daerah. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

	Pemerintah kabupaten Majalengka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu harus mengurus urusan pemerintahannya sendiri sehingga dibentuknya Dinas-dinas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

	Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka menjelaskan kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Dalam mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, tidak akan terlepas dengan permasalahan sampah yang sehari-hari semakin menumpuk. Sampah yang setiap harinya semakin bertambah dan keberadaan kontainer sampah yang kurang tepat karena keterbatasan lahan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan kebersihan  menjadi faktor utama pengeloaan sampah yang kurang baik.

	Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Mangkunegara (2002) dalam 	Dr H. Zaenal Mukarom, M.Si dan Muhibudin Wijaya Laksana S.Sos., M.Si 	buku yang berjudul “Membangun Kinerja Pelayanan Publik” mengatakan 	bahwa kinerja 	merupakan catatan hasil yang di produksi (dihasilkan) atas 	fungsi pekerjaan tententu atau aktivitas-aktivitas selama periode tertentu.

	Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja yaitu hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh masih belum sepenuhnya optimal maka sampah-sampah di pasar Rajagaluh pun belum teratasi dengan baik.

	Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa permasalahan pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh. Dalam hal ini Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh masih belum optimal diantaranya yaitu:

1. Kontainer sampah (TPS) yang berada di depan pasar yang bersatu dengan terminal Rajagaluh.

2. Keterbatasan lahan untuk TPS.

3. Penumpukan sampah yang berada di titik-titk tertentu.

4. Kesadaran pegadang maupun masyarakat terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan sehingga sampah menumpuk di tempat yang tidak seharusnya.

	Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka”
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	Berpedoman pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan problem statement (pernyataan masalah) sebagai berikut: “Belum optimalnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka”.
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	Bertitik tolak pada rumusan masalah diatas, selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka?

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
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1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang dihadapi pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
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Hasil penelitian secara garis besar diharapkan mempunyai dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu Mengembangkan teori-teori yang diperoleh dengan menganalisis masalah-masalah yang muncul, sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara itu sendiri.

1. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan msukan dan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka untuk meningkatan kinerja dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
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	Secara singkat, kinerja berasal dari kata “Performance” atau dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Sedangkan dalam makna yang lebih luas kinerja bukan hanya dilihat dari hasil kerja tetapi bagaimana pelaksanaam proses kerja berlangsung.

	Menurut Mangkunegara dalam Mukarom dan Laksana (2016:46) kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya 	sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

	Kinerja dari suatu organisasi juga ditunjukan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kineerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Untuk menilai kinerja pegawai diperlukan standar penilaian kinerja (prestasi kerja) (Roekmanah, Siswoyo, Supriyadi: 2018).



Berdasarkan dengan definisi-definisi yang telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil pelaksanaan kerja atau catatan hasil (outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain kinerja merupakan target yang di capai oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2002 : 16) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Produktivitas 

b. Kualitas pelayanan 

c. Responsivitas 

d. Akuntabilitas	

Sebagaimana teori yang dikemukakan diatas penjelasannya sebagai berikut:

a. Produktivitas yaitu mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

b. Kualitas pelayanan yaitu mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

c. Responsivitas yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

d. Responsibilitas yaitu menjelaskan atau mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

e. Akuntabilitas yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau ukuran yang menunjukan  tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki stakeholders.



[bookmark: _Toc70518889][bookmark: _Toc80107941]1.7  Definisi Operasional Konsep 

[bookmark: _Toc70518890][bookmark: _Toc80107942]1.7.1 Operasional Konsep

a. Optimalisasi

	Menurut Winardi (1996 : 363) menyebutkan bahwa Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi yaitu pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan kepada suatu konteks. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b. Kinerja 

	Menurut Widodo (2006 : 78) menyebutkan bahwa Kinerja merupakan melakukan suatu kegiatan dan penyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil proses dan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Pengelolaan sampah 

	Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan bekesinambungan yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup : 2008).

d. Pasar

	Menurut Damsar (2018:13) Pasar dapat diartikan sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, pusat perdagangan, maupun yang lainnya.
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	Optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari beberapa dimensi parameter nya yaitu sebagai berikut:
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Operasional Konsep Penelitian



		Konsep

		Dimensi

		Parameter



		















Indikator Pengukuran Kinerja menurut Dwiyanto (2006 : 50)



		Produktivitas

		1. Efektivitas pelayanan

2. Mengukur tingkat pelayanan publik



		

		Kualitas 

Pelayanan

		1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan



		

		Responsivitas

		1. Kemampuan organisasi mengetahui kebutuhan masyarakat

2. Merumuskan agenda dan prioritas pelayanan,



		

		Responsibilitas

		1. Mengukur kesesuaian penyelenggaraan kegiatan organisasi publik sesuai dengan regulasi yang di tetapkan



		

		Akuntabilitas

		1. Mengukur tingkat kesesuaian antara penyediaan pelayanan dan nilai atau norma eksternal
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	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.

Menurut Sugiyono (2016:13) mengemukakan bahwa:

	Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada  	filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang  	alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah  	sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah  	triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil  	penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.



	Selain itu juga, menurut Poerwandari (2005) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif mengahasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara serta observasi.
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Teknik penentuan informan dalam subjek penelitian ini menggunakan teknisk purposive sampling. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012 : 54) mengemukakan bahwa Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data sesuai dengan pertimbangan tertentu (informan yang dipilih yang benar-benar megetahui objek yang akan diteliti dan memiliki kriteria sebagai sampel).

Adapun rincian yang akan menjadi informan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Informan Kunci

Yakni orang yang memberikan informasi langsung yang akurat tentang masalah penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan kunci adalah Bapak Oman Surahman S.Pd., MM. dan Ibu Pipin Noviawati HAMNUS S.Sos selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

b. Informan pendukung

Yakni orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap dan tambahan, dalam hal ini berarti yang menjadi informan pendukung adalah Ibu Anne Muzianuary, S.KM selaku kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta masyarakat dan pedagang di Pasar Rajagaluh.



[bookmark: _Toc70518895][bookmark: _Toc80107947]1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal sangat penting karena tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan data. Teknik pengumpulan data menjadi acuan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku sebagai bahan acuan referensi dalam penelitian dan tmempelajari literatur, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti 

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini Studi Lapangan yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu:

a) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan langsung dilokasi yang akan dijadikan penelitian. Dengan melakukan observasi penulis bisa melakukan oengamatan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Observasi juga dilakukan agar peneliti dapat menemukan keabssahan data dari penelitian.

b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan kunci dan informan pendukung. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) karena dengan melakukan wawancara ini akan memperoleh data yang lengkap serta mendalam. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur, dengan tujuan untuk menemukan data yang mudah diidentifikasi, digolongkan, dan diklasifikasi.Peneliti sebelumnya telah menyiapkan daftar pertanyaan. 

c) Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian, data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi maupun peraturan pereundang-undangan, media cetak, maupun media elektronik. 





[bookmark: _Toc70518896][bookmark: _Toc80107948]1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat penting karena uji validitas ini perlu digunakan untuk mengetahui apakah temuan atau data yang dilaporkan penulis valid dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan teknik triangulasi, penulis memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber (pemberi informasi) sehingga data tersebut dapat dinyatakan valid.

	Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam (Sugiyono 2013 : 273), mengemukakan bahwa Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 	demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Adapun cara yang digunakan dalam trangulasi ini adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan hasil pengamatan dilapangkan dan hasil wawancara dengan informan.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara personal.

c. Membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

	pengecekan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda dari hasil wawancara.

[bookmark: _Toc70518897][bookmark: _Toc80107949]1.8.5 Teknik Analisis Data

	Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu dari wawancara, pengamatan yng sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. 

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982 : 58) analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensikannya, mencari dan meneumkan pola, menemukan apa yan penting dan apa yang dipelajari, sehingga dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:



a. Data Reduction (Reduksi Data)

Yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan hal yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, tabel, gambar, grafik, diagram dan sebagainya. 

c. ConclusionDrawing/Verification (PenarikanKesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibukti dengan bukti-bukti yang valid dan kosisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan melakukan tahapan-tahapan ini, penulis berharap dapat mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini.



[bookmark: _Toc70518898][bookmark: _Toc80107950]1.9. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

[bookmark: _Toc70518899][bookmark: _Toc80107951]1.9.1 Lokasi Penelitian

	Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pada Kasi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 38 Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Jawa Barat – 45411 dan Pasar Rajagaluh yang terletak di Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka, Jawa Barat, - 45472.

Adapun alasan penulis memilih penelitian tersebut karena:

1. Adanya masalah yang perlu di percahkan

2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian 

3. Lokasi yang mudah di jangkau



[bookmark: _Toc70518900][bookmark: _Toc80107952]1.9.2 Waktu Penelitian 

	Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021. 



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Optimalisasi

	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Optimalisasi dikutip dari kata “Optimal” yang dapat diartikan sebagai yang terbaik atau tertinggi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi merupakan suatu proses dimana dalam usaha nya dilakukan dengan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan yang di inginkan dan memiliki dampak positif untuk tujuan yang akan dicapai tersebut.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu capaian usaha yang di harapkan ataupun dinginkan oleh organisasi dimana dalam usaha pencapaian nya itu dilakukan dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang memuaskan atau optimal.

[bookmark: _Toc80107955]2.2 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut etimologis berasal dari kata “Performance” yang dapat diartikan bahwa hasil percapaiaan seseorang dalam melaksanakan kegiatan dalam waktu yang sudah ditentukan atau hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat di capai oleh seseorang dalam pelaksaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan nya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kinerja individu merupakan salah satu bagian dari hasil kerja pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang sudah di tetapkan.

[bookmark: _Toc80107956]2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

	Menurut Mathis dan Jackson (2002 : 81) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yang menjadi permasalahan dalam kinerja pegawai diantaranya yaitu:

a. Faktor Kemampuan (ability)

Secara psikologis, Mathis dan Jackson menjelaskan bahwa kemampuan (ability) pegawai dibagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge dan skill) oleh karena itu dalam pelaksanaan nya pegawai seeharusnya ditempatkan sesuai dengan keahliannya sehingga dalam pencapaian kinerja nya akan lebih mudah.

b. Faktor Motivasi (motivation)

Motivasi dapat diartikan suatu perilaku seeorang terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi. Motivasi ini tergantung bagaimana seseorang dalam melaksanakan tugasnya apabila seseorang memiliki motivasi yang tinggi maka kinerja dalam pelaksanaan tugas nya akan sangat baik begitu pula apabila motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan rendah maka kinerja yang dihasilkan kurang baik.



[bookmark: _Toc80107957]2.4 Penilaian Kinerja

	Penilaian kinerja (performance appraisal) merupakan suatu bahan evaluasi untuk menilai bagaimana tingkatan kinerja seseorang sesuai dengan strandar kinerja yang telah ditentukan. Penilaian kinerja ini dapat dijadikan acuan informasi utama serta umpan balik bagi karyawan, yang mana merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa yang akan datang.

Desler (dalam Widodo 2015 : 136) menjelaskan bahwa ada lima faktor dalam penilaian kinerja, diantaranya yitu:

1. Prestasi pekerjaan, diantaranya meliputi: ketelitian, keterampilan, akurasi, dan penerimaan keluaran.

2. Kepemimpinan yang diperlukan, diantaranya meliputi: membutuhkan arahan dan saran, serta perbaikan.

3. Kuantitas pekerjaan, diantaranya meliputi: kontribusi dan volume keluaran.

4. Komunikassi, diantaranya meliputi: hubungan antara pegawai maupun pimpinan seerta media komunikasi.

5. Kedisiplinan, diantaranya meliputi:sanksi, ketepatan waktu, kehadiran, dan regulasi.



[bookmark: _Toc80107959]2.5 Indikator Kinerja

	Indikator kinerja (performance indicators) seringkali memiliki peranan yang sama dengan ukuran kinerja (performance measures), akan tetapi fakta nya banyak pula yang membedakan antara keduanya. Pengukuran kinerja berhubungan dengan hasil yang diperoleh yang dapat dikuantitatifkan serta menghasilkan data setelah kejadian.

	Indikator kinerja digunakan untuk kegiatan yang ditetapkan secara kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja mengemukakan sudut pandang prosfektif (harapan ke depan) daripada retrosfektif (melihat ke belakang). Hal ini berkaitan dengan aspek kinerja yang harus di observasi.



Dwiyanto (2002 : 16) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

b. Kualitas pelayanan

c. responsivitas 

d. Responsibilitas

e. Akuntabilitas



Dari teori yang dikemukakan diatas penjelasannya sebagai berikut:

a. Produktivitas 

Yaitu mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Produktivitas dapat dipahami sebagai rasio antara input dan output.

b. Kualitas pelayanan 

Yaitu mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini isu tentang kualitas pelayanan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 

Selain pandangan positif, banyak pula pandangan negatif mengenai organisasi publik. Yang menjadi salat satu faktor nya adalah ketidakpuasan masyarakat dalam kualitas pelayanan yang di berikan oleh aparatur-aparatur organisasi publik yang diterima oleh masyarakat.

c. Responsivitas

Yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dalam arti sempit Responsivitas ini dapat diartikan sebagai kesesuaian atau sejalannnya antara program dengan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam melaksanakan tujuan dan misinya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Yaitu menjelaskan atau mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

e. Akuntabilitas

Yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau ukuran yang menunjukan  tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki stakeholders. 

Dalam hal ini, akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan serta keguatan organisasi publik yang konsisten sesuai dengan kehendak masyarakat pada umumnya. 







[bookmark: _Toc80107961]2.8 Pengertian Sampah

	Sampah menurut UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dalam melakukan kegiatan dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Nasih (2010 : 1) mengemukakan pendapat bahwa:

Sampah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan sehari-hari manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dan dianggap sudah tak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan.



[bookmark: _Toc80107962]2.8.1 Jenis-jenis Sampah

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Sampah Organik

Yang dimaksud dengan sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati. Sampah organik sangat mudah terurai dengan secara alami. Yang termasuk sampah organik yaitu sampah rumah tangga, diantaranya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, dan lain-lain.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat nonhayati. Sampah anorganik diantaranya yaitu sampah logam, sampah plastik, sampah kertas, sampah deterjen yang dapat terurai dalam waktu yang cukup lama.

[bookmark: _Toc80107964]2.8.2 Pengelolaan Sampah

	Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 (dua) bagian diantaranya yaitu:

1. Pemilahan Sampah

Pemilahan disini dapat diartikan sebagai memisahkan beberapa kelompok jenis sampah diantaranya yaitu sampah organik dan sampah anorganik yang kemudian ditempatkan di tempat atau wadah yang berbeda sehingga hal ini memudahkan untuk mengetahui sampah yang dapat digunakan mapun dimanfaatkan

Pemilahan sampah sebaiknya dilakukan sejak awal dari sumbernya dimana penempatan sampah sesuia dengan tempat yang sudah disediakan.

2. Pengolahan Sampah

Pengolahan Sampah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 3R yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Reuse (penggunaan kembali)

Yaitu memanfaatkan sampah-sampah tertentu yang masih dapat digunakan atau dipakai sehingga dapat dimanfaatkan pengunaannya. Contohnya yaitu penggunaan kembali botol botol bekas ataupun galon yang masih dapat digunakan.

b. Reduce (pengurangan)

Yaitu suatu proses usaha dalam upaya mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah dan berusaha mengurangi sampah-sampah yang sudah ada.

c. Recycle (daur ulang)

Yaitu pemanfaatkan sampah-sampah tertentu yang tidak digunakan yang kemudian diolah menjadi suatu barang yang memiliki fungsi baru dan lebih berguna. Contohnya seperti daur ulang sampah organik menjai pupuk kompos yang dapat dugunakan pada tanaman serta daur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan tangan.

	Sampah yang tidak dapat ditangani, dapat dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan untuk selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).



3. OBJEK PENELITIAN

[bookmark: _Toc80107966]3.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

	Pada tahun 1993-2007 di bagian Setda Kabupaten Majalengka ada tugas yang menangani masalah lingkungan hidup yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Lingkungan Hidup berada dibawah Sekretaris Daerah serta bergantian kepemimpinan yaitu dari mulai pimpinan Umar Saelan (Alm), Ir. Sadili yang sekarang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri, Ir Juhana yang sekarang sudah pensiun.

	Menghadapi zaman yang lebih maju dan modern serta kebutuhan akan pengelolaan lingkungan hidup semakin hari semakin komplek ditambah kualitas lingkungan hidup semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. 

		Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem sehingga pada tahun 2008 – 2009 dibentuklah Kantor Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan KH. Abdul Halim Kecamatan Cigasong yang dipimpin seorang Kepala

Kantor yaitu Abdurahman selama 1 (satu) tahun.



[bookmark: _Toc80107967]3.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

[bookmark: _Toc80107968]3.2.1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

" Mewujudkan Lingkungan Hidup Bersih, Indah, Sejuk dan Asri ( B I S A ) Bersih Tanah, Air dan Udara terbebas dari pencemaran Indah Sejuk Lingkungan Visual tertata rapi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tertata proposional. Asri Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terlestarikan".



[bookmark: _Toc80107969]3.2.2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

a. Menangani Pencemaran. 

b. Menata Lingkungan Visual.

c. Menata Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

d. Melestarikan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.



[bookmark: _Toc80107970]3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

[bookmark: _Toc80107971]3.3.1 Tugas pokok

	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 



[bookmark: _Toc80107972]3.3.2. Fungsi 

	Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan; 

b. Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan; 

c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan-urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan;

d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan 

e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc80107986]4.1 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan sampah di Pasar Rajalaguh Kabupaten Majalengka	

	Kinerja dalam suatu organisasi menjadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan pencapaian kegiatan-kegiatan program maupun sasaran organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Kinerja organisasi dapat dikatakan baik apabila dalam pelasanaannya organisasi tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan

	Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengenai pengelolaan sampah yang berada di kabupaten Majalengka. Sampah ini menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari terutama di pasar. Pasar menjadi salah satu sumber yang setiap harinya  menghasilkan sampah dari hasil kegiatan yang dilakukan di pasar tersebut. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai peran penting dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dilihat dari bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mampu melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dalam hal menganggapi keluhan masyarakat mengenai sampah. Oleh karena itu dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih optimal.

	Kinerja organisasi dapat diukur sesuai dengan teori dan pedoman-pedoman yang ada sesuai dengan indikator-indikator pengukuran kinerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah apakah sudah optimal atau belum optimal. Oleh karena itu apabila ditinjau dari kinerja maka terdapat beberapa indikator dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

[bookmark: _Toc80107987]4.1.1 Produktivitas

	Produktivitas dalam hal ini mengacu pada sejauh mana efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artinya Sumber Daya Manusia dalam Organisasi tersebut berusaha memberikan output yang optimal dalam jangka waktu yang sedikit, semakin tinggi output yang telah dihasilkan maka produktivitas kerja pun semakin tinggi. Dalam hal ini masyarakat bisa merasakan langsung apakah efektifitas pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum optimal.

[bookmark: _Toc80107988]4.1.1.1 Efektivitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

	Efektifitas pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka belum optimal sepenuhnya karena dalam pelaksanaan pengangkutan sampah masih ada kendala yaitu mengalami keterlambatan dan harus dilakukan pembenahan agar efektifitas pelayanan dapat berjalan dengan baik.

[bookmark: _Toc80107989]4.1.1.2 Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

	Pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka masih belum optimal karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam pelayanan publik ada beberapa standar pelayanan yang ditetapkan salah satunya yaitu ketersediaanya sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan belum optimal karena masih tekendala di armada yang kurang.

[bookmark: _Toc80107990]4.1.2 Kualitas Pelayanan 

	Kualitas pelayanan merupakan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan harapan yang dinginkan. Kualitas pelaynan dapat dikatakan memuaskan apabila dalam pelaksanaan nya sesuai dengan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan sangat penting karena erat kaitannya dengan kinerja organisasi itu sendiri. Karena apabila organisasi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat maka masyarakat pun akan memberikan feedback yang baik terhadap organisasi tersebut. 

[bookmark: _Toc80107991]4.1.2.1 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang Diberikan

	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sudah memberikan sarana dan prasarana berupa kontainer sampah, namun keberadaan kontainer sampah yang berada di depan pasar menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.

[bookmark: _Toc80107992]4.1.3 Responsivitas

	Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menaggapi kebutuhan masyarakat seperti keluhan dari masyarakat maupun penetukan program-program dalam pelayanan publik. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Majalengka menanggapi keluhan masyarakat mengenai keberadaan kontainer sampah yang berada di terminal Rajagalauh dan program-program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pelayanan publik pengelolaan Sampah berdasarkan parameter berikut:

4.1.3.1 Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Menanggapi Kebutuhan Masyarakat

	Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Majalengka terus berupaya menanggapi segala keluhan masyarakat, untuk kontainer sampah yang berada di depan Terminal Rajagaluh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka harus mengadakan koordinasi kembali mengenai keberadaan kontainer sampah agar keluhan masyarakat terpenuhi.

[bookmark: _Toc80107994]4.1.3.2 Merumuskan Agenda dan prioritas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 

	Prioritas pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sudah cukup baik tetapi belum optimal sepenuhnya, akan tetapi alangkah lebih baiknya prioritas pelayanan yang lain pun bisa di penuhi seperti pasar-pasar karena pasar merupakan salah satu pengasil sampah terbanyak.

[bookmark: _Toc80107995]4.1.3.3 Program-Program pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

	Program Laskar Merah Raharja dan Program Bank Sampah belum sepenuhnya optimal. Untuk Program Laskar Merah Raharja Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mengerahkan semua petuas nya untuk melakukan pembersihan di area kota Majalengka, tetapi untuk Program bank sampah yang berada di tiap kecamatan masih belum optimal, Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu informan bahwa salah satu program belum terlaksana sepenuhnya karena terkendala pandemi.

[bookmark: _Toc80107996]4.1.4 Responsibilitas 

	Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban moral suatu organisasi dalam hal penyelesaian tugas yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Sehingga organisasi memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur responsibiliti dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengda dalam Pengelolaan sampah dpat dilihat menggunakan parameter berikut:

[bookmark: _Toc80107997]4.1.4.1 Kesesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Publik Sesuai Dengan Regulasi Yang di Tetapkan

Kesesuaian Penyelenggaraan Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka alangkah lebih baiknya dalam hal pengangkutan dilakukan secara tepat waktu karena jika sampah-sampah dari hasil kegiatan sehari-hari ini tidak cepat diangkut maka akan terjadi penumpukan dimana sampah akan berceceran dan menimbulkan bau.

[bookmark: _Toc80107998]4.1.5 Akuntabilitas 

	Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban organisasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan terhadap publik atau masyarakat mengenai kinerja dalam menjalankan misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Dalam hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan pelaporan berkala yang telah di tetapkan secara periodik. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Majalengka dapat dilihat berdasarkan parameter berikut.

[bookmark: _Toc80107999]4.1.5.1 Kesesuaian Antara Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sudah baik serta pengelolaan sampah pun sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan serta selalu melakukan laporan kinerja secara berkala yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

[bookmark: _Toc80108000]4.2 Faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Mengoptimalisasikan Pengelolaan Sampah Di Pasar Rajagaluh

1. Man, dapat diartikan sebagai Sumber Daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai keahlian atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai 140 anggota dalam pengelolaan sampah yang tiap 30 otang nya dibagi sesuai dengan tugas nya masing-masing. Seperti bagian supir pengangkut sampah, bagian pengelolaan sampah, maupun yang lainnya.

2. Money, dapat diartikan sebagai uang dan/ anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembelian sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah, maupun perawatan peralatan.

3. Machines, dapat diartikan sebagai mesin ataupun peralatan kerja penunjang lainnya yang nantinya akan digunakan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tersebut. Seperti ketersediaan armada, kontainer sampah TPS, maupun TPA. 

4. Methods, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Hambatan-hambatan di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh yaitu sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka kurang memadai karena hanya mempunyai 11 armada (mobil truk pengangkut sampah) yang dapat digunakan dalam pengangkutan sampah.

2. Tempat Pembuangan Akhir di Desa Heuleut Kecamatan kadipaten masih hanya menampung sampah-sampah yang dikumpulkan dari tiap wilayah di Kabupaten Majalengka karena belum adanya mesin pengolahan sampah.

3. Pengalokasian kontainer sampah yang kurang tepat yang berada di depan Terminal Rajagaluh yang membuat masyarakat banyak mengeluhkan hal tersebut karena kurangnya koordinasi antara pihak Dinas, pihak Kecamatan, maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

4. Pengakutan sampah yang terkadang ada keterlambatan yang mengakibatkan sampah menumpuk dan berceceran.

5. Sumber daya manusia. Artinya bukan hanya sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup saja yang harus melakukan perubahan tetapi juga masyarakat maupun pedagang sebagai pengguna pasar pun harus memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sampah ini karena sampah merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dihindarkan.

[bookmark: _Toc80108001]4.3 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka berupaya melakukan pengadaan kembali mengenai sarana dan prasarana agar armada yang digunakan memadai.

2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Desa Heuleut akan dilakukan perluasan sehingga sampah-sampah tidak menumpuk.

3. Melakukan diskusi ataupun koordinasi dengan pihak pihak terkait mengenai kontainer sampah Solusinya harus diadakan kerjasama dan diskusi mengenai kontainer sampah, serta masyarakat maupun pedagangnya pun harus tanggung jawab terhadap sampah tersebut.

4. Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan evalusi terhadap sumber daya manusia yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

5. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dalam menangani sampah karena permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

[bookmark: _Toc80108003]5.1 Kesimpulan 	

	Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan nya perlu adanya ukuran atau indikator yang menjadi acuan untuk mencapai tingkat keberhasilannya. Dalam rangka untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan yang di tetapkan sebelumnya.  Dalam hal ini untuk mengukur kinerja Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka penulis menggunakan teori Indikator Pengukuran Kinerja menurut Dwiyanto (2006 : 50) sebagai berikut:

a. Produktivitas

Produktivitas kerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sudah cukup otimal tetapi memang harus adanya beberapa perbaikan dalam proses pengangkutan sampah yang terkadang mengalami keterlambatan

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pelayanan pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh masih belum optimal sepenuhnya karena masyarakat masih mengeluhkan tentang keberadaan kontainer sampah atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan jadwal pengangkutan sampah yang terkadang mengalami keterlambatan.

c. Responsivitas

Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam menanggapi keluhan dari masyarakat sudah cukup baik karena segala keluhan masyarakat ditampung dan dikaji untuk kemudian di proses walaupun dalam pelaksanaan nya membutuhkan proses yang cukup lama, khususnya perihal Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di depan Terminal Rajagaluh Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya memusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait karena Dinas Lingkungan Hidup tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan TPS tersebut. Tetapi memang dalam pelaksanaannya masih belum ada perbaikan. Serta pelaksanaan program-program sudah ada yang berjalan dengan lancar namun pada program Bank Sampah masih belum terlaksana sepenuhnya karena terkendala oleh pembatasan wilayah akibat dari Covid 19.

d. Responsibilitas

Kesesuian penyelenggaraan kegiatan dengan serta tanggung jawab dalam malaksanakan tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka masih ada yang perlu di perbaiki artinya masih belum sepenuhnya optimal. Dalam hal pengakutan yang terkadang ada keterlambatan dengan masih adanya keluhan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Dalam hal ini juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pedagang pasar karena permasalahan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diselesaikan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sudah baik karena laporan kinerja secara berkala terus dilaksanakan sebagai nahan evaluasi untuk kedepannya. Belum terlaksananya tingkat kesesuaian yang diharapkan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh disebabkan oleh beberapa elemen-elemen penting lainnya yaitu seperti masyarakat, camat, desa, maupun pelaku usaha.



2. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu Empat (4) M (Man, Money, Machines, Methods):

a. Man, dapat diartikan sebagai Sumber Daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai keahlian atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mempunyai 140 anggota dalam pengelolaan sampah yang tiap 30 otang nya dibagi sesuai dengan tugas nya masing-masing. Seperti bagian supir pengangkut sampah, bagian pengelolaan sampah, maupun yang lainnya.

b. Money, dapat diartikan sebagai uang dan/ anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembelian sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah, maupun perawatan peralatan.

c. Machines, dapat diartikan sebagai mesin ataupun peralatan kerja penunjang lainnya yang nantinya akan digunakan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tersebut. Seperti ketersediaan armada, kontainer sampah TPS, maupun TPA. 

d. Methods, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

3. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka kurang memadai karena hanya mempunyai 11 armada (mobil truk pengangkut sampah) yang dapat digunakan dalam pengangkutan sampah.

b. Tempat Pembuangan Akhir di Desa Heuleut Kecamatan kadipaten masih hanya menampung sampah-sampah yang dikumpulkan dari tiap wilayah di Kabupaten Majalengka karena belum adanya mesin pengolahan sampah.

c. Pengalokasian kontainer sampah yang kurang tepat yang berada di depan Terminal Rajagaluh yang membuat masyarakat banyak mengeluhkan hal tersebut karena kurangnya koordinasi antara pihak Dinas, pihak Kecamatan, maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

d. Pengakutan sampah yang terkadang ada keterlambatan yang mengakibatkan sampah menumpuk dan berceceran.

e. Sumber daya manusia. Artinya bukan hanya sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup saja yang harus melakukan perubahan tetapi juga masyarakat maupun pedagang sebagai pengguna pasar pun harus memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sampah ini karena sampah merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dihindarkan.

4. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pengelolaan Sampah di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka berupaya melakukan pengadaan kembali mengenai sarana dan prasarana agar armada yang digunakan memadai.

b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Desa Heuleut akan dilakukan perluasan sehingga sampah-sampah tidak menumpuk.

c. Melakukan diskusi ataupun koordinasi dengan pihak pihak terkait mengenai kontainer sampah Solusinya harus diadakan kerjasama dan diskusi mengenai kontainer sampah, serta masyarakat maupun pedagangnya pun harus tanggung jawab terhadap sampah tersebut.

d. Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan evalusi terhadap sumber daya manusia yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

e. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dalam menangani sampah karena permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama.







[bookmark: _Toc80108004]5.2 Saran 

	Mercermati optimalisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan sampah di Pasar Rajagaluh, maka penulis sedikit memberikan saran agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan optimal, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas lingkungann hidup harus melakukan pengadaan mengenai sarana dan prasarana terutama dalam armada truk pengangkut sampah agar pengangkutan yang dilakukan di Pasar rajagaluh maupun tempat-tempat lainnya terpenuhi dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan

2. Harus adanya keterlibatan antara mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Camat, Pihak desa dan yang paling penting adalah masyarakat untuk mencari solusi bagaimana kontainer sampah bisa di pindahkan tidak berada di depan terminal Rajagaluh.

3. Harus ada penentu kebijakan mengenai pengalokasian kontainer sampah demi kepentingan umum, maka harus adanya pemberian lahan yang sekiranya memadai untuk dijadikan TPS sementara sebagai pengganti kontainer sampah yang berada di Terminal Rajagaluh.

4. Melakukan diskusi ataupun koordinasi dengan pihak pihak terkait mengenai kontainer sampah Solusinya harus diadakan kerjasama dan diskusi mengenai keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

5. Masyarakat ataupun pedagang di Pasar Rajagaluh harus ikut berperan aktif dan harus mempunyai kesadaran sendiri tentang pentingnya sampah agar dalam pelaksanaan pengelolaan sampahnya dapat berjalan dengan baik karena dalam hal persampahan ini butuh dukungan dari semua aspek terutama masyarakat itu sendiri.
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